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Menururut hukum adat, perkawinan dapat merupakan urusan kerabat, 
urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi. Hal ini 
didasarkan atas penilaian fungsi perkawinan sampai sejauh mana masyarakat, 
kerabat dan keluarga turut campur tangan dalam perkawinan.
1
 
Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin 
antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu 
antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat 
yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan 
dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.
2
 
Menurut cara bagaimana perkawinan itu dilaksanakan, maka 
perkawinan dalam adat istiadat masyarakat Suku Samin dikenal dalam bentuk 
perkawinan meminang (aanzoekhuwelijk). Inilah salah satu cara/bentuk 
perkawinan yang dikenal pada masyarakat tersebut.
3
 Pada dasarnya tidak ada 
keharusan bagi fihak pelamar/peminang untuk membawa sesuatu sebagai 
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Tentang cara meminang adalah dilakukan oleh fihak pemuda yang 




Didalam Suku Samin sendiri tidak ada batasan umur untuk melakukan 
perkawinan dan mereka sendiri tidak mengenal yang namanya penghitungan 
usia dimana menurut mereka anak yang baru lahir atau masih kanak- kanak 
bisa disebut dengan istilah Adam timur, setelah dikhitan disebut Adam Birahi 
dan sebelum kawin disebut Joko yang artinya Sajane durung tumeko. Setelah 
mendapat jodo disebut wis Sikep Rabi.
6
 Dan didalam masyarakat Suku Samin 
sendiri terdapat ketentuan bahwa perkawinan harus ijin terlebih dahulu kepada 
orang tua, karena orang tua lah yang nantinya akan melamar pada orang tua si 
gadis. 
Pada dasarnya Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, 
memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah Ikatan 
lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “. 
Apabila definisi di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur 
didalamnya: 
a. Ikatan lahir bathin. 




Ibid, hlm 15 
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b. Antara seorang Pria seorang Wanita. 
c. Sebagai suami-istri. 
d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  
e. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. 
Menurut UU No. 1/1974 hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seoran gpria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari  rumusan 
diatas jelaslah bahwa  ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap 
perkawinan. Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam 
membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. 
Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan  
formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah 
resmi sebagai suami istri  juga merasakan adanya ikatan batin,  ini harus ada 
sebab tanpa itu perkawinan takakan punya arti, bahkan akan menja dirapuh. 
Hal inilah yang membedakan dengan  hakikat perkawinan menurut 
KUHPdt/BW. Apabila kita membaca KUHPdt dapat diketahui bahwa hakikat 
perkawinan adalah merupakan hubungan hokum antara subjek-subjek yang  
mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang  dimaksud adalah 
antara seorang pria dan seorang  wanita). Hubungan tersebut didasarkan pada 
persetujuan diantara mereka dan dengan adanya tujuan tersebut mereka 
menjadi terikat. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah persetujuan yang  
terdapat dalam buku III KUHPdt/BW,  walaupun antara persetujuan dalam 
perkawinan dan persetujuan umumnya tedapat unsur yang  sama yaitu 
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adanya ikatan antara dua belah pihak,  tetapi ada perbedaanya itu dalam 
bentuk  hal dan isi. Asas perkawinan adalah monogami, bahwa dalam waktu  
yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang  
perempuan sebagai istrinya,  dan seorang perempuan hanya boleh 
mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.  Hal ini tercantum dalam 
Pasal 3 UU No.1/1974 dan juga pada Pasal 27 KUHPdt/BW.
7
 
Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah 
perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot 
bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula 
diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimurahkan 
rejekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-
anak yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah.
8
 
Dengan adanya asas monogamy serta tujuan membentuk keluarga  
yang bahagia dan kekal,  maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan 
putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) 
harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak. Sebab 
jika itu terjadi maka akan membawa akibat yang luas,  tidak hany menyagkut 
diri suami atau istri tetapi nasib anak-anak juga harus diperhatikan.
9
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Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses 
perkawinan suku samin? (2) apakah perkawinan suku samin sudah sah 
menurut uu no. 1 tahun 1974, (3) bagaimana akibat hokum perkawinan suku 
samin bagi para pihak? 
Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengtehui proses perkwainan, (2) 
apakah sudah sah perkawinan suku samin menurut uu no 1 tahun 1974, (3) 
untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan suku samin bagi para 
pihak. 
Manfaat penelitian: (1) memperluas wawasan sarana bagi penulisn 
terutama di bidang hokum perdata, (2) dapat meberikan sumbang pemikiran 
sesuai uu no 1 tahun 1974 dan akibat perkawina  suku samin 
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif analitis 
artinya penelitian ini berusaha membrikan gambaran secara menyeluruh, 
mendalan tentang adat-istiadat perkawinan suku samin. 
Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang 
berbeda: data sekunder dan primer. Data sekunder adalah Dokumen-dokumen 
tertulis, artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip 
dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait, dokumen-dokumen yang 
bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi 
pemerintah, maupun oleh Universitas yang terkait dengan fokus 
permasalahannya.dat sekunder adalah data-data yang berupa keterangan-
keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang 
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diteliti, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti data 
sekunder yang ada. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses perkawinan suku samin 
Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental, 
karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat 
menentukan jalan hidup manusia. Adapun tata cara perkawinan menurut adat 
masyarakat Samin adalah sebagai berikut:  
1. Proses meminang  
adalah Pernikahan diawali dengan meminang, dalam peminangan ini 
diadakan gunem (rundungan). Menurut adat, seorang pria yang menaksir 
seorang wanita maka orang tua pria datang ke rumah orang tua wanita yang 
ditaksir oleh anaknya untuk nembung (menanyakan) ke orang tua wanita. 
2. Nyuwita atau ngenger  
adalah Nyuwita, ngawula atau ngenger adalah mengabdi di keluarga 
pihak calon pengantin laki-laki atau perempuan selama setahun. Nyuwita, 
ngawula atau ngenger ini dapat dilakukan dipihak keluarga pria atau wanita 
menurut persetujuan dari pihak keluarga pria atau wanita. Keduannya 
diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri.
10
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3. Tamu yang menghadiri pernikahan 
Tamu yang diundang cukup beberapa saksi, yaitu terutama kedua 
orang tua mempelai dan biasanya diundang pula para sesepuh dusun. 
Biasanya upacara pernikahan diselenggarakan secara sederhana.  
4. Tata cara pernikahan 
Sebelum tiba hari pernikahan, keluarga calon mempelai wanita ini 
mulai memasang tarub dan seperangkatnya. Kemudian malam harinya 
sebelum pernikahan digelar, diadakan lek-lekan. Lek-lekan atau malam 
tirakatan ini diadakan untuk mendo’akan kedua calon mempelai agar 
mendapatkan keselamatan. 
Upacara-upacara perkawinan adat yang diselenggarakan termasuk rites 
de passage (upacara-upacara peralihan) yang melambangkan peralihan atau 
perubahan status dari mempelai berdua yang asalnya hidup terpisah, setelah 
melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu 
kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga 
keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua 
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Setelah tiba upacara pernikahan, tetua-tetua sedulur sikep 
dipersilahkan datang dan memakai ikat kepala yang menjadi ciri khas 
sedulur sikep. Sanak saudara dengan diikuti anak-anaknya datang dengan 
membawa aneka macam kebutuhan rumah tangga untuk buwoh (nyumbang 
mantenan). Ketika upacara pernikahan akan dimulai didatangkan beberapa 
saksi, kedua orang tua calon mempelai, penghulu, para tamu undangan yang 
terdiri dari tetengga dan temen-teman kedua calon mempelai beserta sanak 
saudara mereka. Setelah semuanya berkumpul dipanggilah kedua calon 
mempelai untuk menghadap saksi-saksi yang telah diadatngkan tadi untuk 
melaksanakan Ijab Kabul. 
5. Ijab-kabul  
Setelah sanak saudara berkumpul semua, dimulailah upacara ijab 
Kabul (dalam Islam) dan disebut sumpah janji oleh penganut aliran Samin. 
Sumpah janji itu berbunyi sebagai berikut “sejak Nabi Adam pekerjaan saya 
memang kawin, (kali ini) mengawini seorang perempuan bernama...…… 
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6. Pencatatan perkawinan 
Tradisi pernikahan masyarakat Samin tergolong unik, sebagian dari 
mereka tidak tidak mau mencatatkan pernikahan mereka ke kantor catatan 




Perkawinan Suku Samin Sah Menurut UU No 1 tahun 1974 
Berdasarkan hasil penelitian pada perkawinan adat masyarakat Samin 
dan ketentuan-ketentuan yang diatur pada UU No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, maka dapat diketahui bahwa kesesuaian syarat-syarat 
perkawinan sebagai berikut: 
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
Persyaratan ini pada perkawinan adat masyarakat Samin sudah 
dipenuhi karena perkawinan menurut adat masyarakat Samin dilakukan 
antara dua orang laki-laki dan perempuan yang masing-masing berstatus 
perjaka dan gadis. Keduanya harus menyatakan persetujuannya untuk 
menikah. Keduannya diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri. 
Apabila ada kecocokan, maka si pria berkata kepada orang tua si wanita 
dengan kalimat mengatakan ” turun sampeyan asli wedok lan empun ngerti 
gawene ”. (anak bapak/ibu asli perempuan dan sudah dapat saya kawin). 
Apabila pada saat ngawula itu antara pria dan wanita tidak ada kecocokan, 
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sehingga tidak melakukan layaknya sebagai suami istri karena mungkin 
wanitanya tidak senang terhadap pria itu, maka pernikahan tidak jadi 
dilaksanakan. Dengan demikian apabila antara pria dan wanita sudah rukun 
dan podo dhemene barulah rencana pernikahan diteruskan. 
b. Harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. 
Persyaratan ini pada perkawinan adat masyarakat Samin sudah 
dipenuhi karena menurut adat masyarakat Samin, seorang pria yang 
menaksir seorang wanita maka orang tua pria datang ke rumah orang tua 
wanita yang ditaksir oleh anaknya untuk nembung (menanyakan) ke orang 
tua wanita. Dalam upacara nembung ini orang tua pria mula-mula 
menanyakan apakah anak perempuannya masih legan maksudnya belum ada 
yang meminnang. Apabila masih legan, orang tua pihak pria bermaksud 
akan ngrukunke (menjodohkan) dengan anaknya. 
Pernikahan orang Samin yang menikahkan harus orang tua kandung 
dari pihak mempelai perempuan, tidak boleh diwakilkan kecuali orang tua 
kandung dari mempelai wanita sudah meninggal. Mereka menikah atas dasar 




c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
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Persyaratan ini pada perkawinan adat masyarakat Samin belum 
sepenuhnya dipenuhi karena penilaian tahap dewasa atau belum ditentukan 
oleh orang tua. Penilaian sudah dewasa atau belum dijawab oleh orang tua 
perempuan saat menjawab pertanyaan dari pihak laki-laki ”turun sampeyan 
asli wedok lan empun ngerti gawene ” (anak bapak/ibu asli perempuan dan 
sudah dapat saya kawin).  
d. Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat 
kawin lagi  
Persyaratan ini pada perkawinan adat masyarakat Samin sudah 
dipenuhi karena menurut adat masyarakat Samin, perkawinan hanya 
dilakukan sekali saja. 
e. Apabila suami istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi. 
Persyaratan ini pada perkawinan adat masyarakat Samin sudah 
dipenuhi karena pada masyarakat Samin tidak dijumpai perceraian kecuali 
maut yang memisahkan. Jika salah satu dari mempelai ada yang meninggal, 
maka mereka memilih untuk hidup sendiri tanpa mencari pengganti 






Akibat Hukum Perkawinan Suku Samin bagi Para pihak 
a. Hubungan orang tua dan anak 
Antara suami dan isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang 
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi 
dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan 
rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. 
Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta mencintai, 
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin.Suatu 
rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat kediaman yang 
tetap, yang untuk itu haruslah ditentukan secara bersama. 
Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. 
Suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  
b.  Hubungan suami istri 
Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka 
sebaikbaiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu 
putus.  
c. Status harta perkawinan 
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersamaHarta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda 
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yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah 




1. Proses Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur 
Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora memiliki tata cara perkawinan 
yang dimulai dari proses meminang (gunem), kemudian proses nyuwita 
atau ngenger, upacara peningsetan, malam lek-lekan, baru kemudian 
diadakan upacara pernikahan, upacara ijab-kabul, pemberian wejangan 
dari sesepuh, pembagian pisang dan jambe susur, upacara penutup. 
2. Perkawinan adat masyarakat Samin dewasa ini sudah sesuai dengan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
a. Syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi yaitu perkawinan harus 
didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, mendapat ijin dari 
kedua orang tuanya, perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
tahun, wali (orang tua), saksi, adanya kedua mempelai, adanya ijab 
kabul, mahar, seagama. 
3. Akibat hukum perkawinan adat Samin bagi para pihak adalah adanya 
pengakuan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan. Perkawinan adat 
masyarakat Samin sudah dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil 
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sehingga berdampak terhadap kehidupan hubungan suami istri, hubungan 




a. Perlu adanya kesadaran dan keterbukaan diri dari masyarakat Samin 
menerima unsur-unsur baru baik yang dapat mengembangkan wawasan 
berpikir yang lebih maju, bijaksana dan manusiawi sehingga dapat 
memperbaiki adat budaya yang sudah tidak sesuai. Aparat pemerintah 
khususnya Kepala Desa, Muspika, dan Petugas KUA sebaiknya tetap 
memberikan pengenalan dan pengarahan secara terbuka tentang aturan 
pemerintah mengenai pentingnya pencatatan perkawinan  
b. Pemerintah perlu mempertahankan keberadaan masyarakat Samin dan 
berupaya menggali potensi budaya masyarakat Samin sebagai obyek 
wisata budaya 
c. Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sisi positif dari ajaran 
Saminisme. 
d. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai perkawinan adat 
masyarakat Samin, peran aparat pemerintah dalam hal ini Pamong Desa, 
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